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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prosedur 

2.1.1 Pengertian Prosedur  

Sebelum membahas permasalahan pokok yang berhubungan dengan 

prosedur kredit, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa arti prosedur itu 

sendiri.  

Menurut Mulyadi (2015:5)  

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klekiral, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.  

 

Menurut Rasto (2015:48) : 

 

“Prosedur merupakan istilah yang berkonotasi dengan urutan 

kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang 

berulang, seragam, dan tetap untuk mencapai tujuan tertentu. 

Prosedur merupakan turunan dari sistem untuk melaksanakan 

operasi kerja yang sebenarnya”. 

 

Prosedur menurut Lilis dan Sri (2011:23) “Serangkaian 

langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan 

urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan.” 

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpuikan bahwa prosedur 

adalah suatu urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang 

dalm suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. 
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2.2 Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 :  

 

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.” 

 

Malayu (2015:87) “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus di 

bayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati." 

Berdasarkan pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa kredit 

merupakan pemberian pinjaman sejumlah uang atas dasar kepercayaan yang 

harus dikembalikan beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah 

disepakati antara pihak bank dengan pihak peminjam. 

2.2.2 Kredit Mikro Utama 

Pengertian Kredit Mikro Utama Menurut Suwardjono (2008:57), 

Kredit Mikro adalah : 

“Kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja 

bagi nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang 

memiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin 

dengan kriteria penduduk miskin menerut BPS dengan plafond kredit 

maksimal sebesar Rp.50.000.000,.” 

Pengertian Kredit Mikro Utama menurut Undang-undang No.20 

Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik 
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orang perorangan yang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana diatu dalam undang-undang. 

Dari kutipan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud Kredit Mikro Utama adalah Usaha produktif yang dijalankan oleh 

perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro 

seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,. 

2.2.3 Sasaran Kredit Mikro Utama 

Sasaran program KMU adalah kelompok masyarakat yang telah 

dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster 

program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut 

mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga 

keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari 

sisi kelembagaan, maka sasaran KMU adalah UMKMK (Usaha Mikro Kecil 

Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk 

memperoleh KMU adalah semua sektor usaha produktif.  

1) Usaha Mikro  

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,-. 
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2) Usaha Kecil  

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- s/d 

Rp.500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 

2.500.000.000,-.  

3) Usaha Menengah  

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih 

dari Rp.500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-.  

4) Koperasi  

 Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 



12 
 

 
 
 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

atas asas kekeluargaan. 

2.2.4 Unsur-Unsur Kredit 

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata 

lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi 

satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-

unsur yang terkandung di dalamnya. 

Menurut Astarina (2015:57-58) secara umum unsur-unsur kredit dapat 

dilihat dari berbagai macam antara lain sebagai berikut :   

1. Kepercayaan  

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa 

uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan 

datang sesuai jangka waktu kredit . Kepercayaan diberikan oleh bank 

sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani 

dikucurkan.  

2. Kesepakatan 

 Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan 

ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. 
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3. Jangka Waktu  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), 

jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 

tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran 

kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu 

jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 

4. Risiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu risiko tidak tertagihannya atau macet pemberian 

pembiayaan kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka 

semakin besar risikonya, demikian pila sebaliknya. Risiko ini menjadi 

tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko 

yang tidak sengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya 

usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah 

tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya. 

5. Balas Jasa  

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvesional balas jasa kita 

kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga 

bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang 
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juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip 

syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 

2.2.5 Fungsi dan Tujuan Kredit 

Ada beberapa macam fungsi dari kredit, Menurut Astarina (2015:56) 

fungsi kredit bagi masyarakat lain dapat :  

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan 

dan perekonomian 

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat 

3. Memperlncar arus barang dan uang 

4. Meningkatkan hubungan internasional 

5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada 

6. Meningkatkan daya guna barang 

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat 

8. Memperbesar modal kerja perusahaan 

9. Meningkatkan income percapita masyarakat 

10. Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomi 

Menurut Astarina (2015:57) Tujuan penyaluran kredit antara lain 

adalah untuk :  

1. Memperoleh pendapatan dari bunga kredit 

2. Memanfaatkan dan memproduktifitaskan dana-dana yang ada 

3. Melaksanakan kegiatan operasional bank 

4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat 

5. Memperlancar lalu lintas pembayaran 
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6. Menambah modal kerja perusahaan 

7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

2.2.6 Jenis-Jenis Kredit  

Menurut Kasmir (2016:274) secara umum kredit dibagi dalam 5 

kelompok yaitu :  

1. Dilihat dari Segi Agunan  

a. Kredit Investasi  

Kredit yang diberikan untuk investasi, misalnya membangun pabrik, 

rumah, pemberian mesin-mesin, tanah dan lainnya. Kredit investasi 

biasanya digunakan untuk jangka waktu panjang.  

b. Kredit Modal Kerja  

Kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk 

membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit 

modal kerja diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali 

siklus operasi.  

2. Dilihat dari Segi Tujuan  

a. Kredit Produktif  

Kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu (proses produksi), 

baik barang maupun jasa, misalnya kredit diberikan untuk industri 

(pabrik), pertanian, peternakan, perhotelan, dan lainnya.  
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b. Kredit Konsumtif  

Kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai 

(dikosumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang 

akan digunakan untuk keperluan pribadi. 

c. Kredit Perdagangan  

Kredit yang diberikan kepada para pedagang, biasanya digunakan 

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan 

dari hasil penjualan barang dagangannya sendiri.  

3. Dilihat dari Jangka Waktu 

a. Kredit Jangka Pendek  

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun 

atau kurang dari satu tahun, biasnya untuk modal kerja. Contohnya 

untuk pertanian menanam padi.  

b. Kredit Jangka Menengah  

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga 

tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk 

pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.  

c. Kredit Jangka Panjang  

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu atau 

tiga tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti 

perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur untuk kredit 

konsumtif seperti perumahan.  
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4. Dilihat dari Segi Jaminan  

a. Kredit Jaminan  

Kredit yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat 

berupa barang atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap 

kredit yang yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang 

diberikan calon debitur.  

b. Kredit Tanpa Jaminan  

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang, namun 

sebenarnya meskipun tidak ada jaminan, dalam praktiknya ada 

jaminan kemampuan membayar dari nasabah, misalnya pegawai tetap 

yang menghasilkan penghasilan tetap.  

5. Dilihat dari Sektor Usaha  

a. Kredit Sektor Pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan 

pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek 

atau jangka panjang. 

b. Kredit Sektor Industri 

Merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, 

menengah maupun besar.  

c. Kredit Sektor Profesi 

Merupakan kedit yang diberikan kepada yang profesional seoerti 

dokter, pengacara, dosen, dan lainnya. 

 



18 
 

 
 
 

2.2.7 Prinsip Pemberian Kredit  

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa 

yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan 

tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut 

disalurkan. Penilaian kredit sebelum kredit oleh bank dapat dilakukan 

dengan berbagai cara untuk mendapatkan tentang nasabahnya, seperti 

melalui prosedur penilaian yang benar. 

Dalam melakukan kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. 

Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar 

penilaian seriap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus di dilakukan 

oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan 

dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. 

Menurut Kasmir (2016:91) penjelasan untuk analisis 5C kredit adalah 

sebagai berikut : 

a. Character (Kepribadian) 

  Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar 

belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun 

yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, 

keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan 

ukuran “kemauan” membayar. 

b. Capacity (Kapasitas) 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 
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dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur 

dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan 

pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan 

ushanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam 

mengembalikan kredit yang disalurkan. 

c. Capital (Modal) 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan 

keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran 

seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. 

Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada 

sekarang ini. 

d. Collateral (Jaminan/Agunan) 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika tidak 

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat 

dipergunakan secepat mungkin. 

e. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 

sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, 

serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek 

bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek 

yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 
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Menurut Kasmir (2014:96) penilaian kredit dengan metode analisis 7P 

adalah sebagai berikut : 

a. Personality 

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-

hari maupun masa lalunya. Personality mencakup sikap, emosi, tingkah 

laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.  

b. Party 

 Mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan besarnya gaji, loyalitas serta karakternya. 

Sehingga nasabah dapat digolongkan kegolongan tertentu dan akan 

mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

c. Purpose 

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau 

investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya. 

d. Prospect 

Untuk menilai peningkatan gaji atau jabatan pegawai di masa yang akan 

datang apakah naik atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 

atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang 

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi 

juga nasabah. 
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e. Payment 

Ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 

Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan 

demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor 

lainnya. 

f. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau 

akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperolehnya. 

g. Protection 

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan 

mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang 

atau orang atau jamina asuransi. 

2.2.8 Prosedur Pemberian Kredit  

 Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara 

umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang 

menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan 

yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Tujuannya adalah 

untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu pemberian kredit. 

 Menurut Kasmir (2016:96) secara umum dapat dijelaskan prosedur 

pemberian kredit oleh badan hukum sebgai berikut : 
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1. Pengajuan Berkas-Berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang 

dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri berkas-berkas 

lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang 

berisi antara lain sebagai berikut : 

a. Latar Belakang Perusahaan 

  Seperti riwayat singkat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas 

perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, 

perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak 

pemerintah swasta. 

b. Maksud dan Tujuan 

 Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan 

kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta 

tujuan lainnya. 

c. Besarnya Kredit dan Jangka Waktu 

 Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang 

ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilain kelayakan 

besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow 

serta laporan keunagn (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun 

terakhir. Jika hasil dari analisis tidak sesuai dengan permohonan, 

maka pihak bank tetap berpedoman terhadap ahasil analisis mereka 

dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak 

diberikan kepada sipemohon. 
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d. Cara Pemohon Mengembalikan Kredit 

 Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan 

kreditnya apakah hasil dari penjualan atau cara lainnya. 

e. Jaminan Kredit 

 Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap 

kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan 

atau tidak. Penilain jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi 

sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jamininan diikat dengan 

suatu asurasi tertentu. 

2. Penyelidikan Berkas Jaminan 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang sudah diajukan 

sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut 

pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk 

segera melengkapinya apabila sampai batas tertentu nasabah tidak 

sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan 

kredit dibatalkan saja. 

3 Wawancara I 

Merupakan penyidikan kepada calon peminajam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-

berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. 

Wawancara ini juga untuk menegtahui keinginan dan kebutuhan nasabah 

yang sebenernya. 
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4 On The Spot 

Merupakan kegiatan memeriksa kel lapangan dengan meninjau berbagai 

objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasi on the 

spot dicocokan dnega hasil wawancara I. Pada saat hedak melakukan on 

the spot hendaknya jangan diberitahu pada nasabah. Sehingga apa yang 

kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

5 Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan 

yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan 

dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung 

suatu kebenara keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, 

teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi. 

6 Keputusan Kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan 

diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, 

biasanya kerdit yang akan mencakup : 

a. Jumloah uang yang diterima 

b. Jangka waktu kredit 

c. Dan biaya yang harus dibayar. 

Keputusan kredit biasanya merupaka keputusan team. Begitu pula bagi 

kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai 

dengan alasan masing-masing. 
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7 Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanian Lainnya 

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari keputusan kredit, maka 

sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah 

menandatangani akan kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat 

perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatangan 

dilaksanakan : 

a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau 

b. Dengan melalui notaris 

c. Realisasi kredit 

8 Realisasi Kredit 

Realisasi Kredit diberikan setelah penadatanganan surat-surat yang 

diperlukan dengan mebuka rekening giro atau tabungan di bank yang 

bersangkutan. 

9 Penyaluran atau Penarikan Dana 

Adalah pencairan atau pengambilan uang dsari rekening sebagai realisasi 

kredit dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan 

tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap. 

2.3 Bank 

2.3.1 Pengertian Bank 

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-

negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan 

merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka 

memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai 
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tempat untuk melakukan berbagai transaksi berhubungan dengan keuangan 

seperti, tempat mengamankan uang,melakukan investasi.  

Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan 

ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya 

perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu 

negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. 

Semakain maju suatu negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan 

semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.  

Lain halnya dengan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, 

pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-sepotong. Sebagian 

masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan 

menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama-

sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang 

bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang 

tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua itu tentu dapat 

dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap 

masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan keruntuhan 

dunia perbankan pun tidak terlepas dari kurang pahamnya pengelolaan 

perbankan tidak terlepas dari kurang pahamnya pengelolaan perbankan 

ditanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.  

Dalam dunia moderen sekarang ini, peranan perbankan dalam 

memajukan perekonomian negara sangatlah besar. Hampir semua sektor 

yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan 
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jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak 

akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalin aktivitas 

keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. 

Bank termasuk perushaan industri jasa karena produknya hanya 

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank 

menjadi jelas, berikut ini ada beberapa pengertian bank menurut para ahli : 

Menurut Kasmir (2016:3) ”Bank diartikan sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya”. 

Menurut Malayu (2015:2) “Bank menyalurkan modal dari mereka 

yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang 

dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”. 

Menurut Sentosa (2012:60)  

“Bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

 

Menurut Yuniarta (2014:6) : 

 

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan 

dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana 

(deficit unit), serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran”. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam 
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bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

 

Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan 

menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral. Peranan bank sebagai 

lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun 

menyalurkannya kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi 

perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang, peranan 

perbankan mempunyai kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang 

berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran dirasakan amat 

dibutuhkan.  

2.3.2 Fungsi  Bank 

Menurut Sumartik (2018:14-16) Sebagai lembaga intermediasi 

keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan. Sesuai 

dengan tugasnya, fungsi utama bank dapat dikategorikan menjadi : 

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat  

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito 

berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpun 

dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus 

memberikan bunga untuk dana tersebut.  

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat  

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana 

kepada pihak–pihak yang membutuhkan melalui system kredit atau 

pinjaman. Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam 
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pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang 

membutuhkan dana dapat menyejahterakan kehidupannya dan 

menghasilkan usaha yan mendukung pembangunan nasional. 

Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan–layanan 

jasa bank lainnya seperti :  

1. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran  

Selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi bank juga berfungsi 

sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa 

yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antar 

rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit 

seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran 

elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan 

lainnya. 

2. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional  

Bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi internasional. 

Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan 

sistem moneter antara dua pihak yang berbeda negara akan selalu hadir. 

Kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi 

tersebut dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan 

kelancarannya melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer 

dana luar negeri untuk transaksi internasional.  
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3. Penciptaan Uang  

Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti 

alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Proses 

penciptaan uang diregulasi oleh bank sentral untuk pengaturan jumlah 

uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.  

4. Sarana Investasi  

Kini bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa 

reksa dana atau produk investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti 

derivatif, emas, mata uang asing, saham.  

5. Penyimpanan Barang Berharga  

Fungsi bank yang telah tersedia dari dahulu kala adalah penyimpanan 

barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti 

perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya. 

2.3.3 Jenis Jenis Bank 

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. 

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, perbankan di 

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama 

perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. 

Menurut Ambarini (2015:74) jenis-jenis perbankan dapat ditinjau dari 

berbagai aspek antara lain : 
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1. Dilihat dari Fungsinya  

a. Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, 

dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu 

pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah 

Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut 

bank komersil (Commercial Bank). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa 

perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan 

dengan kegiatan atau jasa bank umum. 

2. Dilihat dari Kepemilikanya  

a. Bank Milik Pemerintah 

Bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan 

bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.  

Contoh bank-bank milik Pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain : 

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
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- Bank Tabungan Negara (BTN) 

- Bank Mandiri 

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat didaerah tingkat I 

dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya 

dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. 

Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah : 

- BPD DKI Jakarta 

- BPD Jawa Barat 

- BPD Jawa Tengah 

- BPD DI. Yogyakarta 

- BPD Riau 

- BPD Jawa Timur 

- BPD Sulawesi Selatan 

- BPD Nusa Tenggara Barat 

- BPD Papua  

- dan BPD lainnya 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta 

nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, 

begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. 

Contoh bank swasta nasional antara lain : 

- Bank Bumi Putra 

- Bank Central Asia 
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- Bank Danamon 

- Bank Internasional Indonesia 

- Bank Lippo 

- Bank Mega 

- Bank Muamalat 

- Bank Niaga 

- Bank Universal 

c. Bank Milik Koperasi 

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan 

yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank 

Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 

d. Bank Milik Asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun 

jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). 

Contoh bank asing antara lain : 

- ABN AMRO Bank 

- American Express Bank 

- Bank of America 

- Bank of Tokyo 

- Bangkok Bank 

- City Bank 

- Chase Manhattan Bank 
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- Deutsche Bank 

- European Asian Bank 

- Hongkong Bank 

- Standard Chartered Bank 

e. Bank Milik Campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan 

pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warga negara Indonesia.  

Contoh bank campuran antara lain : 

- Bank Finconesia 

- Bank Merincorp 

- Bank PDFCI 

- Bank Sakura Swadarma 

- Ing Bank 

- Inter Pacifik Bank 

- Mitsubishi Buana Bank 

- Paribas BBD Indonesia 

- Sumitomo Niaga Bank 

- Sanwa Indonesia Bank 

3. Dilihat dari Status 

a. Bank Devisa 

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 
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transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller ceque, 

pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit dan transaksi lainnya. 

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank 

Indonesia. 

b. Bank Non Devisa 

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi 

sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi 

seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan 

dari pada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam 

batas-batas negara. 

4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga 

a. Bank Konvensional (Barat) 

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja 

konvesional. Bank konvesional mendapatkan keuntungan dengan cara  

menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, 

tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga 

ditentukan berdasarkan tingkat bunga. Sedangkan penetapan 

keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal 

atau presentase tertentu. 

b. Bank Syariah (Islam) 

Perbedaan pokok antara bank konvesional dengan bank syariah 

terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak 

melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvesional dengan 



36 
 

 
 
 

sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencairan 

keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil. 

Dalam menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Likuiditas artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban 

sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam 

jangka pendek. 

2. Solvabilitas artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya bila bank tersebut bubar atau dapat melunasinya 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Rentabilitas artinya kemampuan bank untuk memperoleh 

keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya. 

2.3.4 Peran Bank 

Menurut Irham (2016:6) Bank dan lembaga keuangan bukan bank 

mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu: 

a. Pengalihan asset (asset transmutation) 

Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan 

sebagai pengalih asset yang likuid dari unit surplus (lenders) kepada unit 

deficit (borroers). 

b. Transaksi 

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai 

kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang 

dan jasa. 
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c. Likuiditas (liquidity) 

Unit surplus menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-

produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk 

tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-

beda. 

d. Efisiensi (efficiency) 

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya 

transaksi dengan jangkauan pelayanan. 

 


